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TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

PO AKHSAN AL KHOLIK

RPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

i I1| thwi selbagaimana ketentuan Pasal 62yl (1) Undang Undang Nomaos

20 Fahun 2009 tentang Sistern  Pendidilonn Namonal bahwa Setap
Satuan Vendulikan  Formal dan  Nonformal yung didirikan  wapb
memporoleh win Pemerintah sty Pemeriniah Deerah dalam  ranghs
Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dipertukan adanys lembags yang
diapat mengelols Pendidikan Nonformal ternebui;

b balvwa  untok |'l:'hl-l|‘.lunmﬂljl"l'-lljl'ttl-'ﬂmllll1 Lembagn Pendidikan

Nonformal TPQ AKHSAN AL KHOLIK dengan NIB 1806220017200, dalam
kegatannya pertu mendapat Lein Operasional Pendidikan Nonformal.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaganimana dimaksud dalam huruf &
dan hurul b, perlu menctapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

Utara tentang lan Operasional Pendidikan Nonformal TPQ AKHSAN Al
KHOLIK,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4301);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4869),

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5157);
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Pelaksanaan

Nomor 9 Tahun 20012 tenlang
Publik

6. Peraturan Pemerintah
15 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Undang Undang Nomor 2°

4 | [ -
{Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Noasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesion Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44906)
sebagnmana telah beberapa kali diubahb, terakhir dengan Peraluran
Pemenintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomar 896);

I'l. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Dacrah Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor

89);

12. Peraturan ?up-t:i Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pendelegasinn Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Stlnymn Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita

acrah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 Nomor 332);

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 ten
El:nydn:farm Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sm:m:;l':t.::.F
Telctm PnanmuFeunnmmMuduleFtlaymanPuiﬁnm
erpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara {Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);

b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan
Labuhanbatu Utara N Kabupaten
Agustus 2022; omor 421.9/120.PAUD dan PNF/2022 tanggal 2
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- tjprramumul Pendidikan Nonformul  scluagsumans dimaksud pada

Diktum KESATU. berlaku sejak wngesl 9 Agustus 2022 sumpei dengan
tangguil 9 Agustus 2023

lan Operamonal i menadi dasar dalam menyelenggarakan Pendudikan
Nonforma! sesuni dengun Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku

Pimpinan lembagn Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan
hanil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di delamnya akan diperbaiki
scehagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 9 Agustus 2022
a.n, BUPATI LABUHANBATU UTARA
 KEPALAD PENANAMAN MODAL
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